
 

 

. 

 

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR 13 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  

NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN  

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI GRESIK, 

Menimbang: a.  bahwa Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan 

dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan 

status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan  

peristiwa  penting yang dialami oleh penduduk yang 

dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi 

kependudukan; 

  b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan 

pencatatan kelahiran yang terjadi di Kabupaten Gresik 

telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan; 

  c.  bahwa dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-XI/2013 

yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama 

dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara 

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  

tentang  Administrasi  Kependudukan, yang dalam salah 

satu amar putusannya menyatakan "Pasal  32  ayat  (1)  

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2006  tentang 

Administrasi  Kependudukan  (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia Tahun  2006  Nomor  124,  



 

 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  

Nomor  4674)  selengkapnya  menjadi,  “Pelaporan  

kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

yang melampaui batas waktu  60  (enam  puluh)  hari  

sejak  tanggal  kelahiran,  pencatatan dilaksanakan  

setelah  mendapatkan  keputusan  Kepala  Instansi 

Pelaksana setempat”, dan sesuai dengan Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2013 tentang 

Pencabutan SEMA RI Nomor 6 tahun 2012 tentang 

Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang 

Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif, 

yang pada pokoknya menegaskan Pencatatan Kelahiran 

yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun tidak 

memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri, maka 

terhadap Putusan dan SEMA tersebut perlu 

ditindaklanjuti; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2930); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3019); 

  4.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 



 

 

  5.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3474); 

  6.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3886); 

  7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 4235); 

  8.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 

tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

  9.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonsia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

  10.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 

  11.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 



 

 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 

36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5145); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3373); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

  18.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan; 

  19.  Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil; 



 

 

  20.  Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan secara Nasional;  

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 

tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;  

  22.  Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 

2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6); 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 

Nomor 2) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 

Nomor 2);  

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 

2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2011 Nomor 22); 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 

Perudang-undangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 22 

TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 

  

Pasal  I 

Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 43 dihapus, 

sehingga Pasal 43 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2011 Nomor 22), berbunyi sebagai berikut : 



 

 

Pasal 43 
 

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42  

ayat (1)  yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari 

atau lebih sejak tanggal kelahiran, pencatatan 

dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan  Kepala 

Instansi Pelaksana. 

(2) Dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan;  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan  ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. 

 

                                  Ditetapkan di   Gresik 

                                Pada tanggal 19 Desember 2013 

 

BUPATI GRESIK 

 

Ttd  

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si. 

 

Diundangkan di Gresik  

pada tanggal  19 Desember 2013 

                  

       SEKRETARIS DAERAH  

        KABUPATEN GRESIK, 

   Ttd  
 

 

      Ir. MOCH. NADJIB, MM 
        Pembina Utama Madya 
   NIP. 19551017 198303 1 005 
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